
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1952, 2014 KEMENKEU. Prosedur. Persetujuan Bersama.
Pelaksanaan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 240/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

(MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
diatur bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan
perjanjian dengan Pemerintah negara lain dalam rangka
penghindaran pajak berganda dan pencegahan
pengelakan pajak;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah
Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau
yurisdiksi mitra diatur mengenai Prosedur Persetujuan
Bersama (Mutual Agreement Procedure);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
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Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur
Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
(MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
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2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang
terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda.

3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut
P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan
pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk mencegah
terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

4. Otoritas Pajak Negara Mitra atau Otoritas Pajak Yurisdiksi Mitra yang
selanjutnya disebut Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
adalah otoritas perpajakan pada negara mitra atau otoritas
perpajakan pada yurisdiksi mitra yang berwenang melaksanakan
ketentuan dalam P3B.

5. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang
selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur
dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam
penerapan P3B.

6. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam
penerapan P3B oleh pejabat yang berwenang dari Pemerintah
Indonesia dan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B
sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.

7. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah
Warga Negara Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan
di bidang kewarganegaraan.

8. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan
pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-
Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya atau Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

9. Penentuan Harga Transfer atau Transfer Pricing yang selanjutnya
disebut Transfer Pricing adalah penentuan harga dalam transaksi
antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

10. Penyesuaian Lanjutan (Corresponding Adjustment) yang selanjutnya
disebut Penyesuaian Lanjutan adalah penyesuaian penghasilan kena
pajak Wajib Pajak suatu negara atau yurisdiksi oleh otoritas pajak
negara atau yurisdiksi tersebut sebagai akibat koreksi Transfer Pricing
yang dilakukan oleh otoritas pajak negara atau yurisdiksi lainnya
(primary adjustment) sehingga alokasi penghasilan pada kedua negara
atau yurisdiksi tersebut konsisten, dengan tujuan untuk
menghilangkan pengenaan pajak berganda.

11. Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak
adalah permintaan Penyesuaian Lanjutan dari Direktorat Jenderal
Pajak kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
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12. Permintaan Penyesuaian Lanjutan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra
atau Yurisdiksi Mitra adalah permintaan Penyesuaian Lanjutan dari
Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada Direktorat
Jenderal Pajak.

13. Dual Residence adalah kondisi subjek pajak yang pada saat
bersamaan dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri di dua negara
atau yurisdiksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku di masing-masing negara atau yurisdiksi
dimaksud.

14. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) yang
selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis antara:

a. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau

b. Direktur Jenderal Pajak dengan Otoritas Pajak Negara Mitra atau
Yurisdiksi Mitra yang melibatkan Wajib Pajak,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang

Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya untuk menyepakati

kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar

dimuka.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) MAP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Otoritas Pajak
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

(2) MAP yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Peraturan
Perpajakan II, yang bertindak sebagai pejabat yang berwenang atau
competent authority di Indonesia.

(3) MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
ketentuan yang tercantum dalam P3B yang berlaku efektif sebelum,
sejak, atau setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh:

a. Wajib Pajak melalui Direktur Jenderal Pajak;

b. Direktur Jenderal Pajak; atau

c. Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra,

dalam batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana ditetapkan dalam
P3B.
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(2) Wajib Pajak yang dapat mengajukan permintaan pelaksanaan MAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wajib Pajak
dalam negeri Indonesia yaitu subjek pajak dalam negeri yang
menerima atau memperoleh penghasilan dan dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan
perubahannya.

Pasal 4

(1) Permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) diajukan dalam batas waktu terhitung sejak saat
pemberitahuan pertama mengenai tindakan yang menimbulkan
pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B sampai dengan
berakhirnya batas waktu dimaksud sesuai ketentuan dalam P3B.

(2) Untuk permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Direktur
Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
atau permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan oleh Otoritas Pajak
Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c, saat pemberitahuan pertama mengenai
tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai
dengan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tanggal surat ketetapan pajak;

b. tanggal bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan; atau

c. saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

(1) Permintaan pelaksanaan MAP oleh pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Wajib
Pajak untuk mengajukan:

a. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-
Undang;

b. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
Undang-Undang; atau

c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b
Undang-Undang.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat
mengajukan secara bersamaan dengan permintaan pelaksanaan MAP
oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:

a. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan
pelaksanaan MAP melalui Direktur Jenderal Pajak;

b. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau bentuk usaha tetap di


